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ABSTRAK

Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna supaya
objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain
sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi obyek
Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun kenyataanya
dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian bahwa PT. Bank
Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak
memenuhi ketentuan yang telah diatur seperti sebagian tidak didaftarkan objek
tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika terjadi sebuah
wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur melakukan
penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur. Permasalahan
Penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru? Kedua, Apa — apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran
jaminan fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Tujuan dari
penelitian ini adalah: Pertama, Untuk menjelaskan Pelaksanaan pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam
mengatasi hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru.
Hasil penelitian dapat diketahui dari Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di
PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam
pelaksanaan Titel eksekusi dengan cara pelelangan umum tanpa melalui Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang
telah mendapat izin lelang. Hambatan yang dialami oleh PT. Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru adalah ketika objek jaminan di
debitur maka akan sulit menjumpai objek dan proses yang lama serta butuh biaya,
sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah menjelaskan tentang aturan jaminan
fidusia serta memperhatikan dan membaca setiap aturan yang dikeluarkan oleh
lembaga pembiayaan.

Kata Kunci: Jaminan, Fidusia
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan
hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan
pinjam meminjam.*

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi
berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah
perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian
standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh Kklausul-
klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain,
dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan
atau meminta perubahan isinya.” Dengan kata lain, isi perjanjian standar

ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu yang

! purwahid Patrik, Hukum Jaminan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan,
(Semarang: Fakutas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), him. 33.

2 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo 2000), him.
119.



digunakan berulang-ulang untuk perjanjian sejenis. Perjanjian pinjam meminjam
ini tentunya menimbulkan hubungan utang piutang.

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi
kehidupan di masyarakat. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang
yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang
ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas
atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan
dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya
dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh
tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.®

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
jaminan Fidusia menjelaskan bahwa :*

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia,
kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan
Fidusia.

2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. ldentitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.

b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris
yang membuat akta Jaminan Fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

e. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan
biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Serta Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Dalam Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,

% J. Satrio, Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
1991), him. 97.
* Pasal 13 Ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



untuk itu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada
Penerima Fidusia pada waktu tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan
salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatatan tentang hal-hal yang
menyangkut objek yang dijadikan jaminan sehingga apabila debitur cidera janji,
Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek
Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Perlunya pendaftaran jaminan fidusia atas objek yang digadaikan guna
supaya objek tersebut tidak dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak
lain sehingga menguntungkan salah satu pihak, selanjutnya benda yang menjadi
obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Sehingga penerima
Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi
Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari
perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun kenyataanya dari Data yang di dapat penulis di lokasi penelitian
bahwa PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur didalam pasal 13
Undang - Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana dalam
pelaksanaanya debitur yang telah melakukan pembiayaan di PT. Bank
Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru sebagian tidak

didaftarkan objek tersebut pada pendaftaran jaminan fidusia sehingga ketika



terjadi sebuah wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur, kreditur
melakukan penarikan objek dengan sebelah pihak sehingga merugikan debitur,
sehingga pada tahun 2022 terdapat 6 eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank
Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dalam melakukan
eksekusi tidak memberitahukan kepada setiap debitur yang telah tereksekusi
dikarenakan tidak adanya pendaftaran atas objek yang dijaminkan pada
pendaftaran jaminan fidusia karena seharusnya dalam hal penarikan objek tersebut
pihak PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
harus mendapatkan persetujuan dan keputusan oleh pengadilan untuk penarikan
objek tersebut. Dalam hal tanggung jawab pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia membuat pihak kreditur enggan melakukan pendaftaran jaminan fidusia
terhadap debiturnya karena memakan biaya dan waktu, selanjutnya pemberitahuan
untuk pengeksekusian hanya diberikan kepada debitur tertentu saja menurut
penilaian mereka seperti debitur yang akan habis kewajibannya dalam bentuk
somasi agar segera melunasi utangnya sebelum dilakukan pelelangan objek
jaminan fidusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap efektivitas dan pelaksanaan tersebut yang dimuat
dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT MANDIRI JAYA PERKASA KOTA

PEKANBARU”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada
penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut
Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di
PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru?
2. Apa — apa sajakah Hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia
menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru?
3. Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan pelaksanaan pendaftaran
jaminan fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri

Jaya Perkasa Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran jaminan

fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang



Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya
Perkasa Kota Pekanbaru

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan
fidusia menurut Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya
Perkasa Kota Pekanbaru

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
yang terjadi terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut
Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di
PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara
pribadi terkait dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada
PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.

b. Untuk memberikan masukan kepada PT Bank Perekonomian Rakyat
Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Untuk dapat menambah bahan bacaan yang telah ada di perpustakaan

dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.



D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat
syarat, yaitu:’

1. Adanya aturan.

2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.

4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum
dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan.
Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian
hukum (rechtssifierteit), kemanfaatan (zwarckmassighkeit) dan keadilan
(gerechtigkeit).®

Perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak yang
berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak
melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan pada pihak lain menuntut
pelaksanaan janji itu. Dalam praktik, istilah kontrak atau perjanjian terkadang
dipahami secara rancu dan pelaku bisnis mencampur adukkan istilah itu seolah-
olah pengertian yang berbeda.” Berdasarkan beberapa definisi mengenai

perjanjian yang telah diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa terdapat hubungan

® Soerjono  Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta:Bina Aksara,
2002), him. 9.

® Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1999), him. 145.

" Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung:Amrico, 1996), him. 19.



antara para pihak yang terikat dalam perjanjian. Pihak yang satu setuju dan pihak
yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendati pelaksanaan itu
datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah atau hibah.
Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah setuju untuk
menerimanya.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana yang telah diuraikan di atas
maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian termuat unsur-unsur sebagai
berikut:®
Ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang sebagai subjek.

Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
Ada tujuan yang akan dicapai.
Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

000 o

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat
dibuat secara lisan dan secara tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, maka
perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman untuk beberapa perjanjian, Undang-undang

telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi
maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur
dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa diperlukan 4 syarat yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang

mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini

dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.

® Agus Yudha, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), him. 13.



Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti
“kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini
membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Dengan kata
sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu
harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga
dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama
secara timbal balik.’

Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Seseorang dianggap
tidak cakap pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak
mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum
yang sempurna. Dengan demikian, adapun yang dimaksud tidak cakap adalah
orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang
ditempatkan dibawah pengawasan (curatele), dan orang yang sedang sakit
jiwa.

Suatu hal tertentu, Setiap perjanjian harus jelas apa yang menjadi objek
perjanjian. Jika yang menjadi objek adalah barang, maka harus jelas apa
jenisnya, jumlahnya, harganya. Setidak-tidaknya dan keterangan objek yang
diperjanjikan harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya
masing-masing.’® Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal
1333 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan

® Ibid.,hIm.16
% 1pid.,hIm.27



jenisnya. Pasal 1333 ayat (2) mengatakan bahwa jumlah barang itu tidak perlu
pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal. Sebab adalah sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian.
Didalam Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa
sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya pada Pasal 1336 KUHPerdata
dinyatakan “Jika tidak dinyatakan semua sebab, tetapi memang ada sebab
yang tidak dilarang, atau jika ada sebab lain yang tidak dilarang selain dari
yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah®. Penjanjian itu dibuat harus
didasarkan oleh sebab yang tidak dilarang oleh undang- undang, baik
mengenali hak yang melekat pada objek perjanjian maupun tentang perjanjian
itu sendiri."* Suatu sebab yang halal mengenai hal yang melekat pada
objeknya, misalnya tidak boleh membuat perjanjian jual beli dari hasil curian,
sebab pihak penjual sebenarnya tidak memiliki hak terhadap barang yang
dijualnya tersebut, sedangkan sebab yang halal yang berhubungan dengan
perjanjian itu adalah sesuatu yang menyebutkan orang yang membuat
perjanjian, sebab disini artinya dilihat dari isi  perjanjian itu sendiri,
menggambarkan apa yang akan dicapai oleh para pihak, misalnya perjanjian
perjudian atau perjanjian untuk membunuh seseorang. Perjanjian ini tidak
halal karena dilarang oleh Undang-undang.

Fidusia ini berasal dari kata fiduciate, yang artinya kepercayan yakni

penyerahan hak milik atas benda secara kepercayan sebagai jaminan (agunan)

1 1bid. him.29
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bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini
dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur)
terhadap kreditur lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal
1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan perumusan
ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan diatasnamakan unsur-unsur dari jaminan
fidusia, dapat diidentifikasi meliputi:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.

2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya.

3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani

dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.

4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut sebagai agunan.

5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu.

6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepeda lembaga

pembiayaan terhadap kreditur lainnya.

Bentuk perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit
dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka
biasanya perjanjian fidusia dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sedangkan
untuk perjanjian kredit dalam jumlah yang kecil, biasanya dituangkan dalam
bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau
merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian membuka kredit yang berstatus

sebagai perjanjian pokok karena sifatnya yang accessoir, maka perjanjian

pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersyarat, dengan syarat

11



pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1253 jo Pasal 1265
KUHPerdata. Konsekuensinya pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya
berakhir atau hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, antara lain yang terjadi
karena adanya pelunasan.*? Adapun unsur-unsur fidusia adalah :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda menurut hukum perdata,
penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda
dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian
hukum bahwa penyerahan itu tidak semata-mata peralihan penguasaan
secara fisik atas suatu benda tetapi yang lebih hakiki adalah dimana
penyerahan itu merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda
dari seseorang kepada orang lain.

2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan kepercayaan merupakan sesuatu
yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan
saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kebendaannya tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Merupakan perpindahan hak kepemilikan
atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda.

Pendaftaran Jaminan Fidusia di atur dalam Pasal 11 Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda
yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda
yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik

Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Sedangkan

123, Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2002), him. 197.

12



dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
menjelasakan bahwa Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali,
Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup
seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen
Kehakiman. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.*®
Didalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia menjelaskan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan
oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan
pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) memuat identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal dan
nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta
Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat
Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Kantor Pendaftaran

13 Ibid.,hIm.198
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Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat
Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat
catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2). Jaminan
Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia.™

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan pidana yang mana
menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubabh,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan Kketerangan secara
menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak
melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah). Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

% 1bid.,him.21
% 1bid.,hIm.27
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E. Metode Penelitian
Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu

metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari

masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang
membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan
masyarakat dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada PT
Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa  Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian
hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara
hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu
mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat
mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada
masyarakat.'®

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di PT. Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru dengan alasan masih kurangnya
pendaftaran jaminan fidusia kepada debitur yang bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Populasi dan Sampel

'® pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
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a.

Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi

penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya.

Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi

populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya

dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.’” Maka

yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1) Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.

2) Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.

3) Collector PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru sebanyak 8 Orang.

4) Kantor Notaris yang bekerja sama dengan PT Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

5) Debitur PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota

Pekanbaru yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia sebanyak 15 Orang.

Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk
menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya

nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk

7 1bid., him.33
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memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam

penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Direktur Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus Yaitu
menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.*®

2) Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa
Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dengan metode sensus Yaitu
menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

3) Collector PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru sebanyak 4 orang, dengan metode random yaitu
menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang
ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4) Kantor Notaris yang bekerja sama dengan PT Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru

5) Debitur PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru yang Wanprestasi sebanyak 6 orang, dengan metode
random vyaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah

populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak

oleh peneliti.
Tabel 1.1
Populasi dan Sampel
No Responden Populasi Sampel  Persentase %
1  Direktur Bisnis PT Bank 1 Orang 1 Orang 100%

Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya

8 1bid.,hIm.36

17



Perkasa Kota Pekanbaru
Kabag Bisnis PT Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru
Collector Area Receivable Manager
PT Bank Perekonomian Rakyat
Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
Kantor Notaris yang bekerja sama
dengan PT Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru
Debitur PT Bank Perekonomian
Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
Pekanbaru yang tidak didaftarkan
Jaminan Fidusia.

JUMLAH

1 Orang

8 Orang

1 Orang

15 Orang

25

1 Orang

4 Orang

1 Orang

6 Orang

12

100%

50%

100

40%

48%

Sumber: Data Primer Tahun 2023.

4.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang

C.

sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan reponden

yang sudah penulis tetapkan.

Data Sekunder vyaitu data yang diperoleh dari

literatur-literatur

kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh

melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana

juga berkaitan erat dengan penelitian.

Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan
sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh,
maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:
a. Observasi
Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan
langsung terhadap objek penelitian.
b. Wawancara
Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena
pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga
dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
c. Kajian Kepustakaan
Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-
literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pelaksanaan
pendaftaran jaminan fidusia pada PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri
Jaya Perkasa Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis
tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya.
Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode
berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus

menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang — Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT. Bank
Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru bahwa dalam
melakukan eksekusi belum terlaksana sesuai ketentuan Pasal 29 huruf b
dan huruf ¢ Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
fidusia. Dalam pelaksanaan Titel eksekusi dengan cara pelelangan umum
PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa tanpa melalui
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang
Swasta yang telah mendapat izin lelang.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut
Undang — Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Di PT.
Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru bahwa
ketika objek jaminan sudah berpindah tangan oleh debitur maka akan sulit
untuk menjumpai objek tersebut dan proses yang lama dan membutuhkan
biaya sehingga membuat pihak lembaga pembiayaan enggan untuk
mendaftarkan objek tersebut kepada pihak pendaftaran jaminan fidusia.

3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan
Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia Di PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota
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Pekanbaru bahwa sudah selayaknya pemerintah turut serta
mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Kkepada setiap perusahaan pembiayaan guna memberikan
penjelasan terkait aturan tentang jaminan fidusia tersebut, dan diharapkan
kepada debitur harus ikut serta aktif dalam memperhatikan dan membaca
setiap aturan baku yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga pembiayaan

terkait pendaftran jaminan fidusia.

B. Saran

1. PT. Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Jaya Perkasa Kota Pekanbaru
hendaknya mengacu pada isi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia dalam hal pendaftaran jaminan fidusia dan segera
mendaftarakan seluruh objek jaminan kekantor pendaftaran jaminan
fidusia dengan segera dan tepat waktu.

2. Pembuat Undang-undang agar lebih dapat memberikan jaminan kepastian
hukum, kiranya perlu segera dibuatkan ketentuan tentang penjabaran
pelaksanaan Titel eksekutorial dan Parate eksekusi dalam objek jaminan
fidusia.

3. Sebaiknya Debitur menambah wawasan, pro aktif dalam membaca dan
meneliti isi klausula baku yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan dan
paham tentang perjanjian dengan Jaminan Fidusia sebelum melakukan
perjanjian dengan kreditur sehingga dapat terlindungi dan tidak terjadi hal-

hal yang tidak di inginkan.
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